PUTUSAMN
waomor B02B/PdLG/2017PABM

T A

DEMI KEADILAM BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memerksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

cerai talak antara |
Mama

Urnur

Pendidikan terakhir
Agama

Pekerjaan

Tempat kediaman di

Nama

Urmur

Pandidikan terakhir
Agama

Pekerjaan

Tempat kediaman di

Pengadilan Agama tersebut |

Julkifin 5. Pd bin Muhamad

a0 tahun,

51

[=larm

Guru Honor Sukarela (SMPN 06 quta]
RT.004 Rw. 002 Dess Montotdra Kecamatan
Monta Kabupaten Bima, sebagal Pemohon,

MWelawan

Misnah, S. Pd binti Ahmad

26 tahun,

51

l=lam

wengurus Rumah Tangga

Dusun Kramat RT.013 RW, Q0E Desa Tolouw
Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai
Termehon,

Telah mempelajan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemehon, Termohon serta para saksi di muka

sidang;

-

DUDLK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemonon dalam =urat permaohonannya tanggal 16I‘
Desamber 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadiian Agama Birma dengan Homor
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0028/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 15 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai
Berikut !

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pamikahan yang dicatat cleh  Pegawai pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima sesuai dengan
Duplikat Kutipan Akta Mikah Nomor:  758/Kua 18.06.06/Pw.01/X112016
tafggal 01 Desember 2018,

Bahwa setalah pamikahan tersebut Pemahon dengan Termohon hertempat

[}

tinggal di rumah orang tua Temohon di Desa Tolouwi Kecamatan Monta
Kabupsaten Bima selama & bulan, kemudian pindah dan berternpat tinggal
di rumah orang ua Pemohon di Desa Nontotera Kecamatan Monta
Kabupaten Bima selama 7 bulan . Selama pemikahan tersebut Pemohon
dengan Termochon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri
dan dan dikaruniai 1 orang anak bemama © Zainuddin (Laki-laki} tanggal
Lahir 08 Mei 2015 ;

Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-

L)

menemns tefjadi perselisihan dan perengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara |ain :
a. Termchon =enng meninggalkan rumah tanpa sejjin pemohon ;
b. Keluarga termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga
pemchon dan termeohon |

4, Bahwa puncak keretakan mumah tanggs antara Pemohon dengan
Termohon tersebut  terdadi kurang lebih pada bulan Juli 2015 yang
akibatnya Termohaon pergi meninggalkan Pemahaoh | dan memilih  tinggal
di rumah orang tua termohon sendin di Desa Tolouwi Kecamatan Monta
Kabupaten Bima , sejak itu pula antara Pemohon dan Termochon sudah
pisah tempat tinggal sampal sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak
memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin

| sampai sekarang;

Lh
v

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pemah diupaya damaikan oleh
| keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil | '
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& Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Permchon dengan
Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan
parkawinan uniuk meambentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. dan karenanys agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukurn dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir  bagi Pemohon  uniuk  menyelesaikan
pegmasalahan antara Pemahon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mahon agar Ketua Pengadilan
Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amamya berbuny: :

DALAM PETITUM

A. Primer

1, Mengabulkan permohonan Permchon:

2. Menyatakan meamberi izin kepada Pemohon (Julkiflin 5 Pd bin
Muhamad ) untuk menjatunkan talak satu Raji terhadap Termohon
{Misnah, 5. Pd binti Ahmad ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima |

1. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang heraku ;

B. Subsidair
Dan [ atsu menjatunkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohen telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemchon
dan Termaohan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemchon dan Termaohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Drs. H. Muhidin MH akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permehonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemahon,

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan
jawaban secara lisan sebagai berikut :
Dalam pokok perkara
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Bahwa Termchen sacara tegas menolak dalil-dalil permaohonan Ceral Talak
yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya
baik oleh Termahan maupun oleh Pemahon,

- Bahwa Termahon mengakul benar point no.1;

- Bahwa Tarmohon mengakui benar poin 2;

. Bahwa pada posita point 3 (tiga) Termohon membantah, tidak benar sebab-
sab.ab‘ pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemahan, yang
benar Pemahon melarang Termohon menjenguk keluarga di Makasar dan
menjeguk keluarga di tahanan;

- Bahwa Termohon mengakui banar poin 4,5, dan &:

- Bzhwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemaohon, kalau terpaksa
bercerai Termohon menuntut dengan beberapa gugatan rekonvensi yang
harus dibayar oleh Pemohan,

Datam rekonvens

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya

- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat

menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejurmlah Rp.2.500.000,-

Mutah berupa uang ssjumiah Rp. 2.000.000,-;

Biaya pemeliharaan 1 orang anak yang bemama Zainuddin I=ki-laki lahir
tanggal 08 Mei 2015 sejumiah Rp. 500.000.- rupiah setiap bulan sampai
anak tersebut dewasa atau mandin;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan
replik lisannya yang pada pokoknys tetap pada permohonannya, dan atas
tuntutan  balik Termohen KonvensziiPenggugat Rekonvensi, Pemahan
Konvensi/Tergugat Rekonwvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan
kesanggupan atas tuntutan Termchon Konvensi/Penggugat Rekanvensi untuk
nafkah lddah sejumlah Rp. 750.000- Mut'ah berupa uang sejumlah
Rp.150.000, dan biaya pemeliharaan 1 crang anak sejumlah Rp. 150.000 -
setiap bulan;

Eahwa, terhadap replik Pemohon, Termchon telah menyampaikan
duplik secara lisan yang pada pokoknya Temnohon tetap dengan jawabanmya
dan tetap dengan tuniutannya;
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Bahwa, untuk membukikan dalil-daliinya, Pemahon telah mengajukan
slat bukli bemupa -
Bukt Surat: -
1. Folokopl Surat kelerangan domisili atas nama Pamohon Momor 3000452917 1
tanggal 04 Januan 2017, yang dikeluarkan aleh Kepala desa Mantotera,
K;c.rcamatan rionta, Kabupaten Bima, yang hermeterai cukup serta telah dicocokkan
i iberi kade F1.
dengan aslinya dan cocok, diberi ko
Fotokopi Dupiikat Kutipan Akta Nikah Nemor ?59ﬂ:u£|..1E.DE.DEﬂPw_D‘lMIIZEIt*IE-
tanggal 01 Desember 2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

[ 2]

Konta Kahupaten Bima, yang telah bermetoral cukup sera telah dicocokkan
denogan astinya dan eocok, lal diber kode P2,

S?FS]Hamzah pin M.Mur, umur 45 tahun Agama Istarm, Pekenaan T—"'etanl,
bertempat tinggal di RtD4 Rw 02 Deza Tolouwi, Kecamatan Mnnt,a,_
Kabupaten Bima, Saksi menerangkan, dibawah sumpahnya member
keterangan sebagai berikut:

. Bahwa saksi kenal dengan Paemonon dan Termohon karena saksl

Parnan Pemohon |
_  Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

_ Bahwa setelsh meniksh  Pemahon dengan Termohon sudah

dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga parmonon dengan Termohon seng

bertengrar,

. Bahwa penyebabnya karena Tenmchon sering pulang ke rumah
orang tuanya sampai herhari-hari tenpa setahu Pemahon,

. Bahwa Pemohon dan Termonon sudah pisah rumah celama 1 tanuan |
. Bahwa pekeraan Pemohon guru Honar dan ketua BPD,

. Bshwa penghasilan Permohon honor guru Rp. 150.000 dan anggota
BPD segjumlah Rp.600.000 ~/bulan;
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i mnohon tetah
Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemonon dan Te

i masil |
di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun ticdak be

Pekerjaan Fetani/ketua
i 52 tanun Agama Islam,
mad bin Abdullah, umdr .
® 0. pertempat tinggal di R1.04 Ry.02 Desa Nonatera, Kecama -
o i hivya e
Kabupaten BimMa, Saksi mensrangkan, dibawah  sumpanmy
anqan sebagai berikut: ——
e 'gE- hiwa saksi kenal dengan Pemonon dan Tarmohon kare
- Ba ‘
ketua BPD desa |

i iatri sah,
. pahwa Pemahon dengan Termohon adalah suaml is

non sudah
Batwa Setelah menikah Pemohon dengan TeImo

= i
dikaruniai 1 orang anak;

han sating
Batiwa saksi tahu cuman tangga Pemonan dengan Terma
- a
bertengkar,

i 1 tahur
ganwa Pemahon dan Termchon sudah pisah rurmah selama
FD;
Bahwa pekarjaan Pemahan gurd Honor dan kelua B

jan angaata
Bahwa penghasilan pemohon nonor gurld Rp. 150.000 da o]
2P0 sejumiah Rp,eun.nau_erbulan;

- hon telah
Rahws atas kejadian tersebut diatas pemohon dan Terma
- i hasil |
di nasehati oleh saksi, dan keluanga namun tidak ber

N =] n g = 1. F'

inf;

.Bm
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PERTIMBANGAMN HUKLM

Dalam Konwensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemchon adalah
sebagaimana yang terurai di atas,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pernchon maupun Tenmeohen datang menghadap sendin di persidangan,

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-
pihak yangLerp&fhara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Momar 7
Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud
Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2018 melalui mediator yang telah
ditunjuk cleh Ketua Majelis yaitu Drs. H. Muhidin MH  namun upays tersebut
tidak berhasil, maka pemenksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan
surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup  untuk  umum dan
Pemahon menyatakan tetap pada isi permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon mengsjukan permohanan cerai talak
terhadap Termohen dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selall
diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Temnchon serng
meninggalkan umah tanpa izin Pemchon dan keluarga Termohon suka ikut
campur dalam urusan rumah tangga Pemchon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Tenmohon
memberikan jawaban yang pada pokoknys membantah permohonan Pemohan,
dan menyatakan bahwa Pemohon yang menjadi penyebab pertengkaran
karena Pemohon melarang Termchon pulang menjenguk keluarga di tahanan
dan mengunjungi keluarga di Makasar, Termohon juga menyampaikan gugatan
Rekonvensi yang olen Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendin dalam
pertimbangan Rekoenve nasi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Repiik tetap pads
permohonannya dan Termahon menyampalkan Duplik teiap pada jawaban dan
tuntutannya,

Menimbang bahwa dari jawsb menjawab telah dapat diketabui bahwa
pokok masalah dalam rumah tangga Pemaohon dan Termohon adalah seringnya
tarjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudan
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sedemikian parah bahkan sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2015 sampai
sekarang, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalii permohonan
Pemohan, Pemohon mengajukan bukti surat (P, 1), maka dapat dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam  surat
parmohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima
sehinggaderwenang untuk menerima, memerikea dan mengadili permehonan
Pernohon, maka pengajuan permohonan ijin talak ini telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Momor 3 Tahun 2008 dan perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa akta autentik sehingga
telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohan mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan
Majelis menilal bahwa bukt tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon
dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 orang
saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang zxling
bersesugian dan menguatkan  dalil  permohonan Pemchon, sedangkan
Termohon tidak mengajukan bukti sural atau saksi rmeskipun sudah diberi
kesempatan untuk ity

Menimbana, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang
didalikan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang
pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohanan Pemonon dan
keberatan bercerai;

Menimbang, bshwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemahon dan
menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkail dengan
seringnya terjadi perselisihan dan perengkaran dalam rumah tangga Pemaohon
dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan
dari Termochon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, cukuplah
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-=dhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhuan hi.dup anak
Z=ngan memperhatikan penghasilan Tergugat EEHDHHE-I'IE.i EE‘TIZIE.QE!I s?nraﬁg
~uru henor dan anggota BPD, maka wajar kalau Majelis Hamm. ranghiukum
-?e;gugat Rekonpensi untuk memenuhi biaya hadhanzah _rn‘lmmal sebgsar
Rp.500.000,- sstiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya
kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pgda pulan yang
nersangkutan Jterhitung sefak jkrar talak divcapkan sampal anak .tatrsehut
dewasa dan dapal mengurus diri sendiri (usia 21 tahun } atau telah kawin;

Menimbang, agar puiusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat
rekonvensi harus dibukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman. dan
tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi bampa kewa]iban- -s.et.:uagmmana
disebutkan dalam dictum putusan ini dan apakbila putusan 0l tidak dapst
dilakeanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, ~maka akan
dilaksanakan upaya paksa dengan baniuan aparat kepolisian atau aparat

[ beraenand,
keaman?:eﬁ:;s::z, pahwa berdasarsan pedimbangan-peﬁmhangan {ersebu%
di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukli memenuhi
alasan hukum dan tidak meiawan hak dan oleh karenanya tuntutan Panggugat
rekonvensi dapat dikabulkan gabagian,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) U@ang—
undang Nornor 7 Tahun 1689, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-undang Mormor 3 Tahun 2006 dan perubah?n kedua Ij'E-'lz'I'Q;irl
Undang-undang Nomar 50 Tahun 2008, "Panitera F‘enga@?an atau pelah ai
yang ditunjuk barkewajiban sajambat-lambatnya 30 (tiga pu!u_h: :s;
mengirimkan sat helai salinan penetapan ikrar talak lanpa be.rme'rerau ep:
Pegawal Pencatat Mikah yang wilayahnya meliputi tempat kenﬁimman Pemahon
dan Termohan $eria tempat pemikahan dilangsungkan malka dertgan
memparhatikan kstentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Bima atau pejabal yand ditunjule untilk meiaksanakan
katentuan terssbut:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa
perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-
undang Namor 7 Tahun 1988, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula
diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Momar 50 Tahun 2008
maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohen.

Mengingat, semua paszal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukumn Istam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
DALANM KONVENSI

1. Mangabulkan permohonan Pemaohan Konuenst,

2 tember izin kepads Pemohon {Zulkiflin,5.Pd bin Muhammad ) untuk
menjatunkan talak satu Raji terhadap Termchen (Misnah,S.Pd bint
phmad) di depan sidang Pengadilan Agama Bima,

5 Mamerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk
mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai  Pencatal
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untul itu;

DaLAM REKONVENS]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ssbagian;

2. Menetapkan satu orang anak yang bernama Zainuddin laki-laki lahir
tanggal 08 Mei 2015 berada di bawah pemetinaraan Penggugat
rEkOnVEnS,

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekanvensi berupa | _
34, MNafkah iddah sejumiah Rp. 1 500,000 - (Satu juta lima ratus ribu

rupian;

33 Mut'ah berupa uang sejumiah Rp. 1 000.000,- [ satu juta repiah );

53. Biaya pemeliharaan 1 orang anak yang bemama Zainuddin laki-
laki lahir tanggal 08 Mei 2015 sejumiah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu
rupiah |} diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan kenaikan 10 %.
setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, mandin, atau telah kawin,
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4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secars _e.uza rel:
aman dan tanpa syarat kepada Penggugat F{ekmnvensu‘ emia
kewajiban  sebagaimana toreebut  dalam  dikium Numnr_ 3 anian I
3.1,3.2,3.3 putusan ini dan apabila pulusan ini tidak dlapatmkakaana é
sacara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan uﬁ?y- :
paksa dengan banwan aparat kepolisian atau aparat keamanan a1

yang terkait; |
5. Menolak gugatan Pengguaat rekonvensi untuk selsin dan selebihnya,
DALAM KONVENS! DAN REKONVENS| .

i i K
Membebankan kepada Pemohon KonvensiTergugat Rekonvensl umluh
| i ' u
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- ( Tiga ratus empat pu

satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat perml{syawarakan dl'-ﬂaje!i
Hakim pada har ini Senin, tanggal 27 Februar 20'-1':‘ Maszehi '-:IertE:atE;a e:;i;ma
tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 Hiiriah oleh Hak1n-_| I.:'engadﬁ?ﬂn : agr:mad -
yang terdin dari Mulyadi, S.A0 sehagal Ketua _Ma]ehs, Drs. Mo o
Safwan Hadi, dan tonhammad lsna Wahyudi, S.H.:[L _M_j.l,di:;sp::n i
sebagai anggota tajelis, putusan mana pada hari itu jug d_d‘ B
zidang terbuka unituk umum oleh Ketua wajelis tersebut d?ngan ida 5‘1':" -~

i< tersebut di atas dan dibaniu oleh Suhartsti, SH sebagai Panile
I;Ziz:;an:ﬂa]ingadnan fgama tersebul dengan dihadir aleh  Pamohon dan

Termohon; T
b BTERAL La)

WP

Ha,]:tirr'{.;nggma i 5EAEF

- L L Fﬂﬁhﬂlﬂmﬂn
Lﬁﬂmg{j P

Drs. M. Agus Sofwan Hadi Mulyadi 5.4

oy

¥l Ketua Majelis
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Hakim Angaota,

Muhamad lsna Wahyudi, S H.| M350

Panitera Pengganti,

Q‘%:_f

Suhartati, 5H

Perincian Biaya Perkara
1. Biaya pendaftaran Rp.  30.000.-

2, Biaya Proses Rp. 50.000.-
3. Biaya Pangoilan Rp. 250.000 -
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
5. Biaya Metersi Rp. 6.000.-

Jurnlah Rp. 341.000,-
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